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PUTUSAN
Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Gs
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara “CERAI TALAK" antara:
Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta
(pedagang), tempat kediaman di Glatik, RT 004, RW 002, Desa
Glatik, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, sebagai
Pemohon,;
melawan
Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di Dahulu di Desa Ketanen, RT 009,
RW 005, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik sekarang
tidak diketahui tempat tinggalnya; sebagaimana Surat
Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Katenan Nomor
474.2/265/437.115.11/2024, tertanggal 17 Juli 2024, sebagai
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di persidangan;
Setelah menilai seluruh alat bukti di persidangan
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 Juli 2024
mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1366/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 30 Juli
2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon
pada tanggal 12 Juni 2014, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik; sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0158/014/V1/2014, tanggal 12 Juni 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan
Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat
tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dengan alamat di
Desa Ketanen, RT 009, RW 005, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik;
selama 1 tahun;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1
anak bernama : Moh. Aditya Saputra, lahir Gresik tanggal 11-03-2015
(umur 9 tahun 4 bulan); sekarang anak tersebut dalam asuhan orang tua
Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
harmonis, namun sejak bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan
laki-laki lain dengan nama panggilan Udin, orang Lamongan, Pemohon
tahu dari teman Pemohon;

b. Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang
diberikan Pemohon;

C. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
terjadi pada tanggal 09 Oktober 2019 yang lalu; yang akibatnya
Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga sekarang
selama 4 tahun 9 bulan;

6. Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak
pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga
melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari keberadaan Termohon
antara lain kerumah orang tua Termohon, namun mereka menerangkan
bahwa Termohon tidak pernah pulang sampai saat ini dan tidak diketahui
alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;
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8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gresik Cg. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Moh.Eko Purwanto bin Kaspian) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan
sidang Pengadilan Agama Gresik;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di
persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada orang lain yang
hadir sebagai wakil’lkuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan
patut melalui massmedia sebagaimana relas tertanggal 31 Juli 2024 dan 02
September 2024, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan
alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun
kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
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Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam
persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka
Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan
maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun
suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan
hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib
pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan
telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh eko purwanto Nomor
3525072804910001 Tanggal 29 Juli 2024 dari Pemerintah Kabupaten
Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panceng Kabupaten Gresik Provinsi
Jawa Timur, Nomor 0158/014/V1/2014 Tanggal 12 Juni 2014. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kaspian Nomor
3525071711080513 Tanggal 25 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A.

SAKSI:
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1 . Isbanul Huda bin Abijul Majid, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Grogol RT.014/RW.007, Desa
Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, memberikan
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah

paman Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan
menceraikan Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
sah, dikaruniai seorang anak bernama Moh. Aditya Saputra, sekarang anak
tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering
terjadi perselisinan dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui telah
menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan merasa kurang dengan
nafkah lahir yang diberikan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian
Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang, namun
saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim
kabar dan tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang
tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan
Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar

menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil,

2 . Syafiuddin bin Hambali, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di RT.005/RW.002, Desa Glatik, Kecamatan
Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah
paman Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan
menceraikan Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
sah, dikaruniai seorang anak bernama Moh. Aditya Saputra, sekarang anak
tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering
terjadi perselisihsn dan pertengkaran, disebabkan Termohon diketahui telah
memiliki hubungan dengan pria lain dan sering menuntut nafkah lebih
kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian
Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang, namun

saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim
kabar, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang
tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar
menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan
mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara
a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut
hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai
legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara
jelas dan pasti, ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir
pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena
itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR junctis
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Peraturan Mahkamah
Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon diketahui telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain
dengan nama panggilan Udin, orang Lamongan, Pemohon tahu dari teman
Pemohon;

b. Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,
dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak
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ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan
pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz Il halaman 55 yang diambil
alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:
Fa ) 35 5l )l s ol oo gl oo b 8 S 0] g Al o BB o oLl
Artinya: “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib
(menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang
telah memenuhi syarat-syarat pembuktian“

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun alasan-alasan
perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonan Pemohon
telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat
dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan
ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal
Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon
dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga,
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga
antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;
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Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut,
dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kemudian Termohon tanpa
pamit telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 5 tahun, sejak
itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar ataupun nafkah kepada
Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas,
didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan
keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi
tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal
170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat
formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan
Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
sah, dikaruniai seorang anak bernama Moh. Aditya Saputra, sekarang anak
tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,
diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang disebabkan Termohon diketahui telah menjalin hubungan
cinta dengan laki-laki lain dan merasa kurang dengan nafkah lahir yang
diberikan Pemohon;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian
Termohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga
sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang, namun saksi

tidak tahu berapa penghasilannya;
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- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim
kabar, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan
mendatangi tempat tinggal orang tua Termohon, dan menanyakan kepada
teman-teman Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan
Termohon;

- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-
sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon
agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, tetapi usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar
diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari
suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan kebencian
terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan terjadinya perselisihan serta
pisah tempat tinggal, berarti telah menunjukan diantara mereka sudah tidak ada
kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan
walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka
keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah
tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak
akan bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaiamana maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maksud Al Qur'an Surat Ar-Rum
ayat 21, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (Feitelik Vermoeden)
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena
itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon
dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan hati kedua belah pihak telah
pecah pula oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai
cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk

hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat
(mitsagan ghalidhan) dimana untuk memutuskan tidak bisa diukur dengan
kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dikarenakan fakta kejadian yaitu
kerukunan dan keharmonisan yang telah sulit diharapkan bisa terwujud dan jika
dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi
kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan dalil
Al-Qu'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

Olasmly g gl 2908 Hlanals OUpe DU

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang
baik”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,
maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil
permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka
petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi

Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang

menegaskan bahwa pengadilan agama secara ex officio dapat menetapkan

nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam

asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan

untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak bernama Moh.
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Aditya Saputra, tanggal lahir 11 Maret 2015 yang terbukti berada dibawah
pemeliharaan (hadlanah) Termohon selaku ibu kandungnya, maka majelis
hakim berpendapat perlu secara ex officio untuk menetapkan beban nafkah
anak kepada Pemohon selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Termohon,
maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon
sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak
tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian
maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa
tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan
kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan
kemampuan Pemohon serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di
tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Swasta (pedagang),
dengan penghasilan tidak pasti setiap bulan;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/656/Kpts/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Gresik adalah Rp.
4.642.031;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut, majelis hakim
berpendapat secara ex officio wajar dan pantas Pemohon dibebani membayar
nafkah anak bernama Moh. Aditya Saputra, tanggal lahir 11 Maret 2015 kepada
Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan diluar
biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi
dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin
bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu

menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku
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ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan sebesar 10 % dalam
setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan
dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan
pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak
perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan
Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor:
130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPAW13-A17/HM2.1.1/06/2024
tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya
menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan
publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu
Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan
amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan
bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan
dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan
pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan
pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak
perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf | UU Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi
putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai
sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk

memerintahkan Pemerintah daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan
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identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan
setelah Pemohon memenuhi hak anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3,
majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan

yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan
talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang
Pengadilan Agama Gresik;

4.  Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Moh.
Aditya Saputra, tanggal lahir 11 Maret 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,00
(satu juta Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan
dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak
tersebut dewasa atau mandiri melalui Termohon;

5.  Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan
pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi isi
diktum nomor 4 diatas;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga

kini dihitung sebesar Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.
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sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARNO, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Dra. JURAIDAH Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.
Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 500.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Biaya Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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